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Kinerja -: Meningkatnya Ketersediaan Informasi
Taktikal | Potensi Dan Pelayanan Pemanfaatan
1 Langsung Energi Baru Terbarukan
1
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Optimalnya Penatausahaan Optimalnya Optimalnya Pengelolaan
Izin Pemanfaatan Langsung Aneka Energi Baru
Kinerj a - Panas Bumi Lintas Daerah Pengelqlaan Terbarukan berupa
: Kabupaten/Kota dalam 1 Penyedlaan . . .
Taktikal o sinar matahari, angin,
(satu) Daerah Provinsi dan Biomassa

1. POHON KINERJA (MISI 2)

Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Dan Pelayanan
Pengusahaan Energi Dan Ketenagalistrikan

Wilayah Laut Paling Jauh 12
(dua belas) Mil Diukur dari
Garis Pantai ke Arah Laut
Lepas dan/atau ke Arah
Perairan Kepulauan

dan/atau Biogas
dalam Wilayah

Provinsi

Optimalnya Penganggaran
untuk Kelompok
Masyarakat Tidak Mampu,
Pembangunan Sarana
Penyediaan Tenaga Listrik
Belum Berkembang,
Daerah Terpencil dan
Perdesaan

aliran dan terjunan air,
gerakan dan perbedaan
suhu lapisan laut

dalam Wilayah Provinsi

Optimalnya Penatausahaan
Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik Non Badan
Usaha Milik Negara dan
Penjualan Tenaga Listrik
serta Penyewaan Jaringan
kepada Penyedia Tenaga
Listrik dalam Daerah
Provinsi




Kinerja
Taktikal

Kinerja
Operasional

Optimalnya Penatausahaan Izin
Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan
Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua
belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke
Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah
Perairan Kepulauan

Optimalnya Pengelolaan
Penyediaan Biomassa dan/atau
Biogas dalam Wilayah Provinsi

Optimalnya Pengelolaan Aneka
Energi Baru Terbarukan berupa
sinar matahari, angin, aliran dan
terjunan air, gerakan dan
perbedaan suhu lapisan laut dalam
Wilayah Provinsi

1. Tersedianya Penetapan Prosedur dan
Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung
Panas Bumi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12
(dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke
Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah
Perairan Kepulauan

2. Tersedianya Penyusunan Rekomendasi
Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan
Langsung Panas Bumi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12
(dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke
Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah
Perairan Kepulauan

3. Tersedianya Pengendalian dan Pengawasan
Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan
Langsung Panas Bumi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12
(dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke
Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah
Perairan Kepulauan

1. Tersedianya penyusunan dan
pemuktahiran data potensi
biomassa

2. Terlaksananya pemanfaatan

3. Tersedianya Penyusunan dan

1. Tersedianya Pembinaan dan
pengawasan aneka EBT
(kapasitas terpasang, investasi)
di daerah

aneka EBT

pemutakhiran data potensi
aneka EBT di daerah
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I Optimalnya Penganggaran untuk Optimalnya Penatausahaan Izin Usaha
I Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha
Kinerja : Pembangunan Sarana Penyediaan Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik
Taktikal I Tenaga Listrik Belum Berkembang, serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia
I Daerah Terpencil dan Perdesaan Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
I
|
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1. Tersedianya Pengendalian dan 1. Tersedianya Penetapan Prosedur dan
Pengawasan Penganggaran untuk Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga
Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan
2. Terlaksananya Pembangunan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan
Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik
dalam Daerah Provinsi
Belum Berkembang, Daerah . .
. . T dan Perd 2. Terlaksananya Rekomendasi Perizinan dan
Kinerja erpencildan reraesaan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga
Operasional -

Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan
Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan
Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik
dalam Daerah Provinsi

3. Tersedianya Pengendalian dan Pengawasan
Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara
dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan
Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik
dalam Daerah Provinsi
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Strategis
Daerah
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2. POHON KINERJA (MISI 3)

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MENDUKUNG PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

A 4

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan
pengelolaan dan sumber daya alam

Optimalnya Pengembangan Dan Pengendalian Aspek
Kegeologian Dan Sumber Daya Mineral

A

Meningkatnya Ketersediaan Pelayanan
Informasi Dan Pengendalian Aspek
Geologi Dan Air Tanah

Meningkatnya Ketersediaan Pelayanan Informasi Dan
Pengendalian Mineral Dan Batubara

Optimalnya
Penetapan Zona
Konservasi Air
Tanah pada
Cekungan Air
Tanah dalam
Daerah Provinsi

Optimalnya
Penetapan
Nilai Perolehan
Air Tanah
dalam Daerah
Provinsi

Optimalnya Penetapan
Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Mineral
Bukan Logam dan Batuan
dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi dan Wilayah Laut
sampai dengan 12 Mil

Optimalnya Penatausahaan Izin Usaha
Pertambangan Mineral Bukan Logam
dan Batuan dalam rangka Penanaman
Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin
Usaha Pertambangan Daerah yang
Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
termasuk Wilayah Laut sampai dengan
12 Mil Laut

Optimalnya Penatausahaan
Izin Pertambangan Rakyat
untuk Komoditas Mineral
Logam, Batubara, Mineral
Bukan Logam, dan Batuan
dalam Wilayah
Pertambangan Rakyat




Pertambangan Mineral Bukan
Logam dan Batuan dalam 1
(satu) Daerah Provinsi dan
Wilayah Laut sampai dengan
12 Mil

Penanaman Modal Dalam Negeri pada

Wilayah Izin Usaha Pertambangan |
Daerah yang Berada dalam 1 (satu) |
Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut
sampai dengan 12 Mil Laut
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1 | 1. Tersedianya 1. Tersedianya 1. Tersedianya Pengumpulan dan 1. Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi 1. Terseciacya Koordinasi daz 1
| Pengumpulan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi dalam rangka Penyusunan Usulan Smicorisasi dalam Rangika |
1 dan Pengolahan Data dan Wilayah Izin Usaha Wilayah Usaha Pertambangan dalam Pecyusuzan Usulan WPR 1
1 Pengolahan Informasi Nilai Pertambangan Mineral Bukan Penctapan Wilayah Pertambangan cleh dzlam penmetapan Wilayah I
B | Data Zona Perolehan Air Tanah Logam dan Batuan dalam 1 Pemerintah Pusat Pertambangan cleh Pemernimiah 1
Konservasi 2. Tersedianya (satu) Daerah Provinsi dan 2. Terlaksananya Penyusunan Pusat 1
! Air Tanal Penghitungan, Wilayah Laut sampai dengan Rekomendasi Perizinan dan Informasi 2. Terseciamya Peoyusunan dan 1
! Perumusan dan 12 Mil Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan | Penz—usan Rekcmendas: "
I pada . Penetapan Nilai 2. Terlaksananya Penentuan dan Logam dan Batuan dalam rangka Periznan dan Informasi I=m
1| Cekungan Air Perolehan Air Tanah Penetapan Wilayah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri pada Pertambangan Rakyat unmk !
Kinerja | Tanah 3. Tersedianya Pertambangan Mineral Bukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan ‘ Keomeditas Mineral Loga=, 1
. 1 Pengendalian dan Logam dan Batuan dalam 1 Daerah yang Berada dalam 1 (satu) | Bamubara, Mineral Bukan 1
Operasional 1 Pengawasan (satu) Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut Logam, dan Batuan dalam 1
| Pemanfaatan Air Wilayah Laut sampai dengan sampai dengan 12 Mil Laut Wilayah Pertambangan Rakya: 1
| Tanah 12 Mil 3. Tersedianya Pengendalian dan 3. Terlaksananya Reklamasi dan 1
3. Tersedianya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pascaambang bersarma 1
! Pengawasan Pemanfaatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan | Pemegang lzn Pertambangan 1
| Wilayah Izin Usaha Logam dan Batuan dalam rangka | Rakyat(IPR) .
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Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Banten
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